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ABSTRACT Artikel ini membahas pandangan Imam Ar-Rafi’i, salah satu ulama besar mazhab Syafi’i, tentang 
penggunaan istihsan oleh Imam Asy-Syafi’i, yang dikenal secara tegas menolak metode ini sebagai 
dalil hukum. Fokus utama pembahasan adalah analisis Imam Ar-Rafi’i terhadap penggunaan 
istihsan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam berbagai konteks, seperti penetapan kadar mut’ah dan 
penambahan bacaan zikir atas bukit Shafa. Melalui analisis mendalam terhadap karya-karya Imam 
Ar-Rafi’i, seperti Fath Al-'Aziz Syarh Al-Wajis atau yang lebih dikenal dengan Asy-Syarh Al-Kabir, 
artikel ini mengungkap bagaimana istihsan yang digunakan Imam Asy-Syafi’i didasarkan pada dalil-
dalil syar’i, seperti Al-Qur’an, sunnah, ijma’, atau qiyas, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip 
ushul fiqh mazhab Syafi’i. Artikel ini juga menyoroti upaya Imam Ar-Rafi’i menjelaskan konsistensi 
Imam Asy-Syafi’i dalam menolak istihsan yang bersifat subjektif. Penelitian ini memperkuat 
pemahaman tentang fleksibilitas hukum dalam mazhab Syafi’i, terutama dalam konteks maslahat 
yang sesuai syariat, sekaligus mengilustrasikan pentingnya landasan dalil yang kokoh dalam 
pengambilan hukum. Kajian ini relevan bagi studi hukum Islam kontemporer yang berusaha 
menyeimbangkan antara ketegasan syariat dan kebutuhan maslahat.          
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Konsep istihsan telah menjadi salah 

satu topik paling kontroversial dalam ushul 
fiqh. Sebagai metode penetapan hukum yang 
sering dihubungkan dengan fleksibilitas dan 
maslahat, istihsan mendapat kritik keras dari 
Imam Asy-Syafi'i.(Billa & Hidayat, 2021) Beliau 
menolak istihsan dengan alasan bahwa 
pendekatan ini cenderung subjektif dan tidak 
memiliki landasan dalil yang jelas, bahkan 
menyebutnya sebagai tindakan membuat 
syariat baru. Sebagaimana dikutip dari Ar-
Risalah: “karena berpendapat dengan istihsan 
adalah sesuatu yang baru diciptakan tanpa 
contoh sebelumnya”.(Syafi’i, 1940: 21) Namun, 
dalam beberapa fatwanya, Imam Asy-Syafi'i 
terlihat menggunakan istihsan, seperti dalam 
kasus penetapan kadar mut’ah, penambahan 
zikir di atas bukit Shafa, batas waktu syuf’ah, 
dan bersumpah dengan mushaf. (Gadapi, 2024) 
Hal ini memunculkan kesenjangan antara teori 
(das sollen) yang menegaskan penolakan 

istihsan dan praktik (das sein) yang tampak 
menunjukkan penggunaannya.   

Fenomena ini menimbulkan berbagai 
interpretasi dari ulama Syafi’iyyah, termasuk 
Imam Ar-Rafi'i, yang mencoba menjelaskan 
bagaimana penggunaan istihsan oleh Imam 
Asy-Syafi'i tetap konsisten dengan prinsip-
prinsip syariat.(Akmal & Nginayah, 2022) Imam 
Ar-Rafi’i menegaskan bahwa istihsan yang 
digunakan oleh Imam Asy-Syafi’i bukanlah 
bentuk subjektivitas, melainkan ijtihad yang 
berlandaskan dalil syar’i, seperti Al-Qur'an, 
sunnah, ijma’, atau qiyas. Meski demikian, hal 
memerlukan kajian lebih mendalam untuk 
memahami prinsip dasar fleksibilitas dalam 
mazhab Syafi’i.   

Penelitian ini penting karena 
memberikan kontribusi terhadap kajian ushul 
fiqh, terutama dalam menjelaskan hubungan 
antara konsistensi metodologi hukum Imam 
Asy-Syafi’i dan fleksibilitas hukum dalam 
mazhab Syafi’i. Dalam konteks praktis, 
pemahaman ini dapat membantu 
menjembatani kebutuhan maslahat dalam 
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hukum Islam kontemporer tanpa 
mengorbankan keteguhan terhadap prinsip-
prinsip syariat. Penelitian ini juga unik karena 
fokusnya tidak hanya pada kadar mut’ah, tetapi 
juga pada kasus-kasus lain yang relevan, 
sehingga memperluas cakupan kajian tentang 
bagaimana maslahat diterapkan secara selektif 
dalam mazhab Syafi’i.   

Dengan mengintegrasikan teori, 
praktik, dan analisis mendalam terhadap 
pandangan Imam Ar-Rafi’i, penelitian ini 
diharapkan memberikan kontribusi signifikan 
dalam pengembangan studi hukum Islam, baik 
pada tingkat konseptual maupun praktis, serta 
menawarkan perspektif baru tentang adaptasi 
hukum Islam dalam konteks perubahan zaman. 
 

 
Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam 
pandangan Imam Ar-Rafi’i tentang penggunaan 
istihsan oleh Imam Asy-Syafi’i melalui 
interpretasi teks dan kajian kritis terhadap 
literatur primer dan sekunder. Sumber data 
dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu 
karya-karya utama Imam Ar-Rafi’i seperti Asy-
Syarh Al-Kabir dan Fath al-‘Aziz, serta karya 
Imam Asy-Syafi’i seperti Al-Risalah dan Al-Umm. 
Data sekunder diperoleh dari komentar dan 
analisis para ulama mazhab Syafi’i serta 
referensi modern yang relevan.   

Uji validitas dan reliabilitas data 
dilakukan melalui metode triangulasi sumber, 
yakni dengan membandingkan pandangan Imam 
Ar-Rafi’i dengan ulama lain dalam mazhab 
Syafi’i, serta konfirmasi dari kitab-kitab 
mu’tabarah (otoritatif). Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan telaah pustaka yang 
sistematis terhadap literatur terkait, baik yang 
berupa manuskrip klasik maupun hasil kajian 
modern. Analisis data menggunakan metode 
analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan 
mendeskripsikan isi teks dan menganalisisnya 
secara kritis dalam konteks teori ushul fiqh, 
terutama terkait prinsip istihsan dan konsistensi 
metodologi Imam Asy-Syafi’i.   

Melalui pendekatan ini, penelitian 
diharapkan mampu memberikan penjelasan 
konseptual yang mendalam dan menyeluruh 
mengenai kontribusi Imam Ar-Rafi’i terhadap 
pemahaman fleksibilitas hukum dalam mazhab 
Syafi’i tanpa mengorbankan keteguhan pada 
prinsip-prinsip syariat. 

 

 
Biografi Imam Ar-Rafi’i 

Imam Ar-Rafi’i merupakan salah satu 
ulama besar dalam mazhab Syafi’i yang 
memberikan kontribusi signifikan di bidang fikih 
dan usul fikih. Nama lengkapnya adalah Abu al-
Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul 
Karim al-Rafi'i al-Qazwini(Malik & Rahim, 2022), 
dengan julukan Abu al-Qasim Ar-Rafi’i. Ia lahir 
sekitar tahun 557 H (1161 M) di Qazvin, Persia, 
yang pada masa itu dikenal sebagai pusat 
keilmuan Islam dan mazhab Syafi’i.(Aris, 2023) 
Berasal dari keluarga terhormat yang memiliki 
tradisi keilmuan yang kuat, Imam Ar-Rafi’i 
tumbuh dalam lingkungan yang mendukung 
pendidikan agama sejak dini.   

Pendidikan Imam Ar-Rafi’i meliputi fikih, 
hadis, ushul fikih, dan berbagai cabang ilmu lain, 
yang dipelajarinya dari sejumlah ulama terkenal. 
Di antara gurunya adalah Abu al-Ma’ali al-
Qazwini, seorang ahli hadis dan fikih dari Qazvin, 
serta Syihab al-Din al-Rafi’i, yang mendalami 
mazhab Syafi’i. Meskipun tidak secara langsung 
berguru kepada Imam al-Ghazali, pemikirannya 
sangat terpengaruh oleh karya-karya al-Ghazali, 
terutama dalam bidang ushul fikih dan tasawuf.  

Imam Ar-Rafi’i meninggalkan sejumlah 
karya monumental dalam mazhab Syafi’i(Al 
Isnawi, 2009: 58-59), seperti Al-Muharrar fi al-
Fiqh, Al-Aziz (asy-Syarh al-Kabir), dan Fath al-
'Aziz bi Syarh al-Wajiz.(Mohamed, 2023) Karya-
karya ini menjadi rujukan utama dalam mazhab 
Syafi’i dan menunjukkan pendekatannya yang 
sangat teliti dan terstruktur. Dalam analisisnya, 
Ar-Rafi’i selalu mengutamakan dalil dari Al-
Qur’an dan sunnah, yang kemudian diperkuat 
dengan ijma’ dan qiyas. Ia juga memberi 
perhatian pada ijma’ sukuti sebagai landasan 
hukum, meskipun tetap berhati-hati terhadap 
penggunaan istihsan tanpa dalil syar’i yang jelas.   

Sebagai ulama yang kritis namun tetap 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar 
mazhab Syafi’i, Imam Ar-Rafi’i memiliki 
pengaruh besar.(Rohim & Arifin, 2024) Karya-
karyanya seperti Al-Muharrar dan Al-Aziz 
menjadi acuan tidak hanya di kalangan 
Syafi’iyyah tetapi juga bagi ulama dari mazhab 
lain.(Ben-Agil & Mahaiyadin, 2019) Imam an-
Nawawi bahkan menyebut Al-Muharrar sebagai 
salah satu kitab terbaik dalam mazhab Syafi’i.   

Imam Ar-Rafi’i dikenal sebagai sosok 
yang rendah hati dan berhati-hati dalam 
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memberikan fatwa. Sebelum menyampaikan 
pendapat, ia selalu memastikan pendalamannya 
terhadap suatu masalah telah dilakukan secara 
menyeluruh.(Al Isnawi, 2009: 59-60) Imam Ar-
Rafi’i wafat pada tahun 623 H (1226 M) di 
kampung halamannya di Qazvin.(Matali dkk., 
2018) Hingga kini, karya-karyanya tetap menjadi 
rujukan penting bagi pelajar dan peneliti yang 
mendalami hukum Islam, khususnya dalam 
tradisi mazhab Syafi’i.  

Istihsan dan Klasifikasinya 
Istihsan secara etimologi berasal dari 

kata “hasan” yang berarti “sesuatu yang 
baik."(Umar, 2008: 497-498) Dalam wazan 
istaf‘ala, istihsan diartikan sebagai "menganggap 
sesuatu lebih baik."(Rozak, 2021) Dari segi 
terminologi, definisi istihsan mengalami 
perbedaan di antara mazhab-mazhab 
fikih.(Nur’aini & Ngizzul, 2020) Secara umum, 
istihsan dipahami sebagai metode istinbath 
hukum dengan cara meninggalkan qiyas zahir 
untuk beralih kepada dalil lain yang lebih kuat 
atau lebih maslahat.(Hanafi, 2020) 

Imam Abu Hanifah, yang dikenal 
mendukung metode istihsan(Afandi, 2022), 
mendefinisikan istihsan dalam dua cara: 
Pertama, istihsan adalah menggunakan ijtihad 
atau opini yang kuat (ghalabah ar-ra’yi) dalam 
menentukan perkara yang tidak ditentukan 
secara eksplisit oleh syara’. Kedua, istihsan 
adalah meninggalkan qiyas yang lebih lemah 
demi dalil yang lebih kuat.(Al Jashash, 1994: 
234) 

Mazhab Maliki juga mengakui istihsan 
sebagai metode yang mengutamakan maslahat 
dengan tetap mempertimbangkan batasan 
syariat.(Rakib & Alwi, 2022) Imam Al-Qarafi 
menegaskan bahwa istihsan adalah pemilihan 
dalil yang lebih kuat di antara dua dalil.(Al 
Qarafi, 1998: 146) 

Sebaliknya, Imam Asy-Syafi’i menolak 
istihsan yang tidak memiliki dasar 
syariat.(Agusman dkk., 2024) Beliau 
menganggap istihsan sebagai bentuk penetapan 
hukum yang dapat mengarah pada subjektivitas 
dan penyimpangan dari prinsip syariat, kecuali 
jika ada dalil kuat yang mendukungnya, seperti 
Al-Qur’an, sunnah, ijma’, atau qiyas.   

Istihsan dapat dibagi menjadi beberapa 
jenis berdasarkan dalil yang 
mendukungnya.(Beddu, 2020) Berikut adalah 

klasifikasi istihsan menurut ulama Hanafi dan 
Maliki:   

Pertama, Istihsan bin Nash (berdasarkan 
nash)   

Istihsan ini terjadi ketika qiyas zahir 
dikesampingkan karena adanya dalil dari Al-
Qur’an atau hadis.(A’la Ilhami, 2024) Contohnya 
adalah ketentuan bahwa tertawa keras dalam 
salat membatalkan salat tetapi tidak 
membatalkan wudhu, yang didasarkan pada 
hadis. 

Kedua, Istihsan bil Ijma’ (berdasarkan 
konsensus) 

Istihsan ini terjadi jika qiyas ditinggalkan 
demi ijma’ ulama atau sahabat.(Chadziq, 2019) 
Misalnya, konsensus tentang kadar pembayaran 
tertentu untuk mengembalikan budak yang 
melarikan diri.   

Ketiga, Istihsan bil Dharurah (berdasarkan 
kebutuhan darurat) 

Jenis ini diterapkan ketika keadaan 
darurat mengharuskan pengecualian dari hukum 
umum.(Widiyana, 2024) Contohnya, 
penggunaan benda najis dalam kondisi darurat 
seperti peperangan.   

Keempat, Istihsan bil Qiyas al-Khafi 
(berdasarkan qiyas yang tersembunyi) 

Dalam istihsan ini, qiyas zahir digantikan 
oleh qiyas yang yang samar (khafi), tetapi lebih 
kuat dalilnya.(Fuaad, 2021) Contohnya adalah 
pembagian warisan bagi anak yang masih dalam 
kandungan. Meskipun secara qiyas zahir 
pembagian dilakukan setelah kelahiran, qiyas 
khafi memungkinkan pengecualian karena anak 
tersebut dianggap berhak.   

Kelima, Istihsan bil Maslahah (berdasarkan 
kemaslahatan) 

Istihsan ini didasarkan pada 
kemaslahatan yang lebih besar bagi 
masyarakat(Pratama dkk., 2023), seperti alokasi 
dana zakat untuk pembangunan infrastruktur 
umum.   

Keenam, Istihsan bil Urf (berdasarkan adat)   

Jenis ini mengacu pada kebiasaan 
masyarakat yang dijadikan dasar hukum selama 
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tidak bertentangan dengan syariat.(Somantri, 
2022) Contohnya adalah praktik jual beli yang 
lazim di suatu daerah.   

Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung 
lebih fleksibel dalam menerapkan istihsan, 
dengan fokus pada maslahat dan adaptasi 
terhadap kondisi tertentu. Bahkan mazhab 
Hanbali juga mengakui keberadaan istihsan 
sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Di sisi 
lain, mazhab Syafi’i lebih menekankan 
konsistensi hukum dengan dalil tekstual, 
meskipun tetap menerima bentuk istihsan yang 
didukung dalil kuat. Dengan memahami berbagai 
definisi dan pembagian istihsan ini, dapat 
disimpulkan bahwa istihsan merupakan alat 
hukum yang penting dalam menyelaraskan 
hukum Islam dengan realitas tanpa 
mengabaikan prinsip syariat.(Abidin, 2021) Hal 
ini menunjukkan fleksibilitas fikih dalam 
menghadapi situasi yang kompleks. 

Kehujjahan Istihsan dalam Hukum Islam 
Istihsan diterima oleh sebagian ulama, 

seperti dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan 
Hanbali(Adam, 2021), tetapi ditolak oleh Imam 
Asy-Syafi’i dan pengikutnya, yang melihatnya 
sebagai potensi subjektivitas yang dapat 
merusak hukum.(Hidayatullah, 2020) Secara 
garis besar ada dua pendapat tentang 
kehujjahan istihsan dalam hukum Islam. 

Pertama, Kelompok yang Mengakui 
Kehujahan Istihsan 

Mazhab Hanafi memandang istihsan 
sebagai bagian penting dalam penetapan hukum. 
Abu Hanifah menyatakan bahwa istihsan 
digunakan ketika qiyas tidak mampu mencapai 
kemaslahatan(A’la Ilhami, 2024):   

 "اعرذغٓ ١اطاٌم لثخ فإرا“

"Apabila qiyas tampak buruk (tidak layak), maka 
digunakan istihsan."(At Tamimi, t.t.: 108)   

Al-Sarakhsi menegaskan bahwa istihsan 
adalah meninggalkan qiyas untuk mengambil 
sesuatu yang lebih maslahat(Nugraha & 
Sulfinadia, 2020):   

" ُْ ٌْم١ِاَطِ  ذشَْنُ  الِِعْرذِْغَا الْْخَْزُ  ا ا َٚ َّ َٛ  تِ فكَُ  ُ٘ ْٚ  "ٌٍَِّٕاطِ  أَ

"Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan 
memilih sesuatu yang lebih bermanfaat bagi 
manusia."(As Sarkasi, 1993: 145) 

Imam Malik juga menjadikan istihsan 
sebagai bagian penting dari ijtihad, dengan 
menyebutnya sebagai "sembilan per sepuluh 
ilmu fiqh."(Wiguna, t.t.) Sebagai contoh, 
diperbolehkannya jual beli ‘ariyah sebagai 
pengecualian dari larangan tukar-menukar buah 
segar dengan kering dianggap sebagai istihsan 
berbasis maslahat.(Al Qarafi, 1998: 205-206) 

Mazhab Hanbali menerima istihsan 
dalam beberapa kondisi tertentu.(Fauzi dkk., 
2022) Ibnu Qudamah(Ibnu Qudamah, 2002: 
473) dan Ibnu al-Qayyim(Ibnu Qayyim, 2004, 
hlm. 125) menyatakan bahwa istihsan sah jika 
diperlukan dan didukung dalil syar’i, terutama 
ketika maslahat lebih jelas daripada qiyas. Ibnu 
Taimiyyah menegaskan bahwa meninggalkan 
qiyas yang rusak demi nash adalah bentuk 
istihsan yang lebih baik:   

 ِٓ خ١شًا ٌٕص   اٌم١اطَ  ف١ٗ ذشوٛا اٌزٞ تالِعرذغاْ اٌمائ١ٍٓ ذجذُ "

 ".إٌصَّ  ٚذشوٛا اٌم١اطَ  طَشَدُٚا اٌز٠ٓ

"Orang yang mengatakan istihsan 
(meninggalkan qiyas demi nash) lebih baik 
daripada yang konsisten pada qiyas tetapi 
meninggalkan nash."(Ibnu Taimiyah, 2014: 68) 

Kedua, Kelompok yang Menolak Kehujjahan 
Istihsan   

Kelompok yang menolak istihsan di 
antaranya adalah Imam Asy-Syafi’i dan ulama 
Zahiri.(Rizki, 2023) Imam Asy-Syafi’i dalam Al-
Umm(Syafi’i, 1990: 309) dan Ar-Risalah(Syafi’i, 
1940: 503-507) menolak istihsan dengan alasan 
bahwa hukum Islam telah sempurna dan tidak 
membutuhkan metode yang tidak didukung nash 
atau qiyas yang valid:   

" ََ ْٛ َ١ٌْ ٍْدُ  اَ َّ ُْ  اوَْ ُْ  ٌىَُ  "د٠ِْٕىَُ

"Hari ini telah Aku sempurnakan agamamu." (Q.S. 
Al-Ma’idah: 3)   

Beliau menegaskan bahwa hukum harus 
berpegang pada Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan 
qiyas yang kuat. Istihsan tanpa dasar dianggap 
berbahaya karena membuka peluang bagi 
subjektivitas:   

" ِْ أَ ا   ت١ََُُْٕٙ دْىُُٱ َٚ َّ ُ ٱ أَٔضَيَ  تِ لَِ  للَّّ ا   ذرََّثِعْ  َٚ َٛ ْ٘ ُْ أَ  "ءَُ٘

"Putuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 
mengikuti hawa nafsu mereka." (Q.S. Al-Ma’idah: 
49)   
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Mazhab Zahiri menegaskan bahwa 
istihsan hanyalah preferensi pribadi yang tidak 
dapat dijadikan landasan hukum. Ibnu Hazm 
menyebutnya sebagai ra’yu yang bertentangan 
dengan sunnah dan ijma’:   

 ".اٌغٕٓ أعذاء فإُٔٙ اٌشأٞ ٚأصذاب إ٠اوُ"

"Jauhilah para pengguna ra’yu, karena mereka 
adalah musuh-musuh sunnah."(Ibnu Hazm, 
2016: 42)   

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali 
menerima istihsan sebagai metode ijtihad yang 
sah jika didukung oleh dalil syar’i. Sebaliknya, 
mazhab Syafi’i dan Zahiri menolaknya karena 
dianggap tidak memiliki legitimasi nash dan 
berpotensi menimbulkan subjektivitas. Namun, 
pada kenyataannya, mayoritas ulama termasuk 
ulama mazhab Syafi’i dan Zahiri sepakat bahwa 
istihsan dapat diterima jika disandarkan pada 
dalil yang kuat, seperti Al-Qur’an, sunnah, ijma’, 
atau qiyas yang lebih maslahat."(Wifaq, 2014: 
277) 

Pandangan Imam Ar-Rafi’i terhadap Istihsan 
Imam Asy-Syafi’i dalam Penetapan Kadar 
Mut’ah 

Imam Ar-Rafi’i, dalam kitabnya Al-Aziz 
Syarh Al-Wajiz atau yang lebih dikenal dengan 
Asy-Syarh Al-Kabir, menjelaskan bahwa 
pembahasan mengenai kadar mut’ah terdiri atas 
dua kategori, yaitu kadar yang dianjurkan 
(mustahab) dan kadar yang wajib. Dalam 
membahas kadar yang dianjurkan, Imam Ar-
Rafi’i mengutip pendapat Imam Asy-Syafi’i yang 
menggunakan istilah istihsan dalam penetapan 
hukum tersebut; 

َٓ " : اٌّخرصش" فٟ لاي فمذ  اٌمذ٠ُ ٚعٓ.  دسّ٘اً  ثلاث١ٓ لذَْسُ  اعْرذُْغِ

ً  ٠ّرعٙا أٔٗ تا ْٛ  ٠ّرعٙا أٔٗ: ورثٗ تعض ٚعٓ. دِسَّْ٘اً  ثلاث١ٓ تمِذَْسِ  ثَ

مْٕعََحٍ، ٚإلَِّ  تخادَ ِّ  اخْرِلاَفَ  رٌه ١ٌٚظ دِسّْ٘اً، ثلاث١ٓ فثَمِذَْسِ  ٚإلَِّ  فثَِ

 اٌمذَْسِ  ألً: ٚلاٌٛا الِعْرذِْثاَبِ، دَسَجَاخِ  عٍٝ الْصذاب ٔضٌٙا تً لٛي،

غْرذََة   ُّ مْٕعََحَ  ٚدٍّٛا دِسَّْ٘اً، ثلاثْٛ اٌ ِّ ْٕف عٍٝ اٌ  ٠ض٠ذ اٌزٞ اٌصّ

رُُٗ  َّ  أٔٗ ٚ٘ٛ آخش، لٛي ٔص اٌششٚح تعض ٚفٟ ثلاث١ٓ، عٍٝ ل١ِ

ر عُٙاَ َّ ُ٠ ، ََ ٛعِشاً، واْ إْ اٌخَادِ عْغِشاً  واْ ٚإْ ُِ  واْ ٚإْ فثّمٕعحٍ، ُِ

رَٛع طاً  مْٕعََحُ  دسّ٘اً، ثلاث١ٓ فثمذس ُِ ِّ ٌٛحَ   إٌص ٘زا فٟ ٚاٌ ُّ ذْ  عٍٝ َِ

سَدَ  لذ اٌثلاث١ٓ ٚرِوْشُ  اٌثلاث١ٓ، ذثٍغ لِ اٌرٟ إٌَّاصٌِحَِ  َّشَ، اتٓ عٓ َٚ  عُ

 .عَثَّاطٍ  ٚاتٓ
Artinya: Dalam Mukhtashar, (Imam Asy-Syafi’i) 
berkata bahwa di-istihsan-kan memberikan 30 
dirham. Dalam pendapat lama (qaul qadim), 
disarankan pemberian berupa kain senilai 30 
dirham. Dalam beberapa kitab lainnya, 
dikatakan bahwa disarankan memberikan 
pelayan; jika tidak mampu, maka dengan 
kerudung, dan jika tidak mampu juga, maka 
sebesar 30 dirham. Ini bukan perbedaan 

pendapat, tetapi diterima oleh para ulama 
sebagai tingkatan kesunnahan, dengan kadar 
minimal yang dianjurkan adalah 30 dirham. 
Dalam beberapa penjelasan lainnya, disebutkan 
bahwa pemberian tersebut adalah seorang 
pelayan jika mampu, kerudung jika tidak 
mampu, atau 30 dirham bagi yang berada di 
antara keduanya. Kerudung tersebut merupakan 
jenis yang nilainya lebih rendah dari 30 dirham. 
Angka 30 dirham ini berasal dari riwayat Ibnu 
Umar dan Ibnu Abbas.(Ar-Rafi’i, 2016: 332) 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat 
terlihat Imam Ar-Rafi’i menjelaskan bahwa 
Imam Asy-Syafi’i menggunakan istilah istihsan 
dalam menetapkan kadar mut’ah sebesar 30 
dirham sebagai anjuran (mustahab), bukan 
kadar yang diwajibkan. Penetapan ini 
didasarkan pada riwayat sahabat seperti Ibnu 
Umar(Al Baihaqi, 2003: 398 (no. 14.406)) dan 
Ibnu Abbas(As Suyuthi, 2003: 697), yang 
menunjukkan adanya landasan dalil syar’i yang 
kuat. Hal ini menegaskan bahwa istihsan yang 
digunakan Imam Asy-Syafi’i tidak keluar dari 
batas-batas syariat.   

Imam Ar-Rafi’i menjelaskan bahwa 
pemberian mut’ah memiliki tingkat kesunnahan 
yang disesuaikan dengan kemampuan finansial 
pihak pemberi.(Kariema, 2022) Bagi mereka 
yang mampu, disarankan untuk memberikan 
pelayan; bagi yang kurang mampu, kerudung 
menjadi pilihan; dan bagi yang berada di tengah-
tengah, disarankan untuk memberikan 30 
dirham. Pendekatan ini mencerminkan 
fleksibilitas hukum dalam pemberian mut’ah, 
dimana 30 dirham dianggap sebagai batas 
minimal yang dianjurkan (mustahab), 
didasarkan pada contoh sahabat yang 
mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam hal 
ini, penetapan kadar mut’ah oleh Imam Asy-
Syafi’i menggunakan prinsip istihsan bil 
mashlahah. 

Angka 30 dirham, sebagaimana 
dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi’i, bersumber dari 
riwayat sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 
tidak ada nash eksplisit, keputusan tersebut 
didasarkan pada konsep maslahat yang jelas. 
Dengan demikian, istihsan yang digunakan Imam 
Asy-Syafi’i bukanlah tanpa dalil, melainkan 
berbasis atsar sahabat yang memiliki landasan 
syar’I, yang juga bisa dimasukkan kedalam 
istihsan bin nash. 

Dari uraian dalam kitab Al-Aziz, dapat 
disimpulkan bahwa Imam Ar-Rafi’i mengakui 
penerapan istihsan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam 
penetapan kadar mut’ah, tetapi dengan syarat 
adanya dasar dari riwayat sahabat yang tidak 
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diperselisihkan. Istihsan ini bersifat terbatas dan 
tetap mengacu pada prinsip istihsan bil 
mashlahah, yang menjaga keselarasan dengan 
atsar sahabat. 

Pada bab Adab Mutafarriqoh (Ragam 
Adab) dalam kita Al-Aziz, Imam Ar-Rafi’i 
menuliskan pandangannya tentang penggunaan 
istihsan dalam mazhab Syafi’i; 

ءُ  ٠غرذغٓ لذ: اٌثا١ٔح اٌّغأٌح ْٟ  أٚ وراب فٟ ع١ٍٗ ٠مَٛ تذ١ًٌ ٚاٌش

شِ  ٠ٚغرذغٓ ف١رثع ل١اطٍ، أٚ إجّاعٍ، أٚ عٕح، ِْ  أٚ إٌفْظ فٟ ٠ٙجظ لَْ

، غ١ش ِٓ إٌاط ٌعادجِ  ًٍ  ٠جٛص لِ ٚ٘زا اٌذ١ًٌ، خلافِ  عٍٝ أٚ د١ٌ

ُِ  ٚتٕاءُ  اذثاعٗ  ٠رثع أٔٗ -عٕٗ الله سضٟ- د١ٕفح أتٟ ٚعٓ ع١ٍٗ، اٌذىْ

 اٌىراب دْٚ اٌٛادذ ٚخَثشَ اٌم١اط، ٌٗ نُ ٠ٚرُْشَ  تاٌعادَجِ  ٠غرذغٓ ِا

ذُٚا أستعح فٟ تمٌٛٗ رٌه ِٚثً اٌّرٛاذشج، ٚاٌغٕح ِٙ ٔا سجً عٍٝ شَ  تاٌض 

ً   ٚع١ٓ. ٚادذٍ  ت١ْدٍ  فٟ  أْ أصذاتٗ، ع١ٓ ِا غ١َْشَ  صا٠ٚحً  ُِٕٙ ٚادذ و

، لزََفحَ   اٌشٙٛد أْ اٌم١اط َْ ِٓ  شٙادذُٙ ٚذشَُدّ  ٠ذَُذَّٚ َٓ  ٌٚى  لثٛي اعرذْغَ

 الِعرذغاْ أصذاتٗ ِرأخشٚ ٚفغش ع١ٍٗ، اٌّشٙٛد ٚسجُ ُٙشٙادذ

. اٌم١اع١ٓ تألٜٛ اٌمٛي ٘ٛ: لاٌٛا ٚستّا تاٌغٕح، اٌم١اط ٠رشن تأْ

 .ٚت١ُٕٙ ت١ٕٕا خلاف فلا ٘زا ٚعٍٝ
Artinya: Masalah kedua: Istihsan terkadang 
dilakukan atas dasar sesuatu yang memiliki dalil 
dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma', atau qiyas, 
sehingga dapat diikuti. Sedangkan istihsan 
karena adanya alasan yang terlintas dalam hati 
atau karena kebiasaan masyarakat, namun tanpa 
dalil, atau bahkan bertentangan dengan dalil, ini 
tidak boleh diikuti dan tidak bisa dijadikan dasar 
hukum. Sedangkan menurut Abu Hanifah -
rahimahullah-, istihsan mengikuti apa yang 
dianggap baik oleh kebiasaan, dan karenanya 
meninggalkan qiyas atau khabar ahad jika 
bertentangan dengan Al-Qur’an atau Sunnah 
mutawatir. Contoh dalam hal ini adalah ketika 
empat orang bersaksi atas perzinaan seorang 
pria di rumah yang sama, dan masing-masing 
menyebutkan sudut berbeda dari rumah itu. 
Menurut qiyas, para saksi tersebut dianggap 
sebagai penuduh (qadzaf) dan dihukum cambuk 
serta ditolak kesaksiannya, tetapi menurut 
istihsan, kesaksian mereka diterima, dan orang 
yang dituduh dirajam. Ulama belakangan dari 
kalangan pengikut Abu Hanifah menafsirkan 
istihsan sebagai meninggalkan qiyas demi 
sunnah. Kadang mereka mengatakan bahwa 
istihsan adalah mengikuti qiyas yang lebih kuat 
dari dua qiyas yang ada. Dengan definisi ini, 
tidak ada perselisihan antara kami (mazhab 
Syafi’i) dan mereka (mazhab Hanafi).(Ar-Rafi’i, 
2016: 476) 

Berdasarkan penjelasan di atas, Imam 
Ar-Rafi’i menguraikan definisi istihsan sekaligus 
memberikan contoh penerapannya, khususnya 
dalam membandingkan penggunaan istihsan 
antara mazhab Syafi’i dan Hanafi. Imam Ar-Rafi’i 
membedakan istihsan menjadi dua jenis(muda 
Nst, 2022): Pertama, istihsan yang didasarkan 
pada dalil syar’i seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma’, 

atau qiyas yang kuat, yang dianggap sah dalam 
syariat Islam karena tetap berada dalam batas-
batas hukum syar’i. Jenis inilah yang menjadi 
landasan Imam Asy-Syafi’i ketika menetapkan 
kadar mut’ah sebesar 30 dirham berdasarkan 
atsar dari sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas. 

Sebaliknya, istihsan yang hanya 
mengandalkan pendapat pribadi, adat istiadat, 
atau pertimbangan yang bertentangan dengan 
dalil dianggap tidak sah. Menurut Imam Ar-Rafi’i, 
jenis ini tidak sesuai dengan prinsip mazhab 
Syafi’i yang menolak istihsan tanpa dasar yang 
jelas dalam nash atau qiyas. Imam Ar-Rafi’i 
mengutip pandangan Abu Hanifah yang 
menerima istihsan dalam kasus tertentu, 
meskipun hal ini kadang berarti meninggalkan 
qiyas atau hadis ahad. Salah satu contohnya 
adalah kesaksian dalam kasus zina, di mana 
empat saksi menyebutkan sudut rumah yang 
berbeda.(Haq, 2020) Menurut qiyas, kesaksian 
tersebut tidak dapat diterima karena 
ketidaksesuaian lokasi. Namun, Abu Hanifah 
menerima kesaksian tersebut berdasarkan 
istihsan, dengan alasan bahwa perbedaan sudut 
tidak merusak substansi kesaksian. 

Imam Ar-Rafi’i menjelaskan bahwa 
perbedaan ini menunjukkan pendekatan yang 
berbeda dalam menggunakan istihsan. Dalam 
mazhab Hanafi, istihsan dapat menggantikan 
qiyas atau khabar ahad(Saputra, 2021), 
sementara dalam mazhab Syafi’i, istihsan hanya 
diterima jika memiliki landasan kuat seperti Al-
Qur’an, Sunnah, ijma’, atau qiyas.(Anwar dkk., 
2023) Jika istihsan bertentangan dengan dalil 
tersebut, maka harus ditolak. 

Lebih lanjut, Imam Ar-Rafi’i mencatat 
bahwa sebagian ulama Hanafi mendefinisikan 
istihsan sebagai "meninggalkan qiyas demi 
sunnah" atau "memilih qiyas yang lebih kuat dari 
dua qiyas yang ada." Pendekatan ini tidak 
sepenuhnya meniadakan qiyas, tetapi justru 
memilih qiyas atau dalil yang lebih sesuai 
dengan maslahat atau ketentuan sunnah. 
Definisi ini mendekatkan konsep istihsan Hanafi 
dengan pendekatan mazhab Syafi’i.  

Imam Ar-Rafi’i menyimpulkan bahwa, 
jika istihsan didefinisikan sebagai memilih qiyas 
yang lebih kuat atau berdasarkan sunnah, maka 
tidak ada perbedaan mendasar antara mazhab 
Syafi’i dan Hanafi. Dengan kata lain, selama 
istihsan memiliki dasar yang kuat, baik dari qiyas 
maupun sunnah, mazhab Syafi’i dapat 
menerimanya. Oleh karena itu, Imam Ar-Rafi’i 
menegaskan bahwa hanya istihsan yang 
didukung oleh dalil kuat yang dapat diterima, 
bukan yang sekadar didasarkan pada kebiasaan 
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atau pendapat pribadi tanpa landasan syar’i. 
Dalam hal ini, ia melihat adanya titik temu 
antara pendekatan mazhab Syafi’i dan Hanafi 
dalam penggunaan istihsan yang bertujuan 
mencapai maslahat. 
 
Pandangan Imam Ar-Rafi’i terhadap Istihsan 
Imam Asy-Syafi’i pada Penambahan Zikir 
yang Dianjurkan di atas Bukit Shafa 

Imam Ar-Rafi’i, seorang tokoh utama 
dalam mazhab Syafi’i, menjelaskan bahwa 
penggunaan istihsan oleh Imam Asy-Syafi’i 
dalam penambahan zikir yang dianjurkan di atas 
bukit shafa tetap berada dalam batas-batas 
syariat dan berlandaskan dalil yang kuat. Hal ini 
mencerminkan fleksibilitas mazhab Syafi’i dalam 
merespons kebutuhan ibadah umat, sekaligus 
menegaskan pentingnya dasar syar’i dalam 
setiap penetapan hukum. 

 فذغٓ الله روش ِٓ صاد ِٚا: -عٕٗ الله سضٟ- اٌشافعٟ لاي ٠رُ

 لاي أٔٗ الله سعٛي عٓ ٔمً ِا. ص٠ادذٗ ذىْٛ أْ" الَْ" فٟ ٚاعرذغٓ

فا عٍٝ ذُ  وَث١ِشاً  أوَْثشَُ  اللهُ : "٘ٛ اٌصَّ ّْ ٌْذَ ا َٚ  ِ َْ  وَث١ِشًا لِلَّّ عُثْذَا  تىُْشَجً  اللهُ  َٚ

أص١َِلاً  لَِ  اللهُ  إلَِّ  إٌَِٗ  لَِ  َٚ َٓ  إ٠َِّاُٖ  إِلَِّ  ٔعَْثذُُ  َٚ خٍِْص١ِ ُِ  ٌَُٗ  َٓ ْٛ  اٌذ ٠ ٌَ  وَشَِٖ  َٚ

 َْ ٌْىَافِشُٚ دْذَُٖ  اللهُ  إلَِّ  إٌَِٗ  لَِ  ا عْذَُٖ  ذَقَ صَ  َٚ ٔصََشَ  َٚ ََ  عَثْذَُٖ  َٚ ٘ضََ َٚ 

دْذَُٖ  الْْدْضَابَ  اللهُ  اللهُ  إِلَِّ  إٌَِٗ  لَِ  َٚ  "أوَْثشَُ  َٚ
Artinya: Imam Asy-Syafi’i -rahimahullah- 
berkata: 'Tambahan dari dzikir kepada Allah itu 
baik.' Dan dalam kitab Al-Umm, ber-istihsan agar 
tambahan tersebut sesuai dengan apa yang 
dinukil dari Rasulullah SAW ketika beliau berada 
di atas bukit Shafa, yaitu: 'Allahu Akbar Kabīran 
wal-Ḥamdu Lillāhi Kathīran wa Subḥāna Allāhi 
Bukratan wa Aṣīlā. Lā Ilāha Illā Allāhu wa Lā 
Na‘budu Illā Iyyāhu Mukhliṣīna Lahu ad-Dīna wa 
Law Kariha al-Kāfirūn. Lā Ilāha Illā Allāhu 
Waḥdahu Ṣadaqa Wa‘dahu wa Naṣara ‘Abdahu 
wa Hazama al-Aḥzāba Waḥdahu. Lā Ilāha Illā 
Allāhu Wallāhu Akbar.’(Ar-Rafi’i, 2016: 350) 
 Berdasarkan kutipan tersebut, Imam Ar-
Rafi’i menjelaskan pandangan Imam Asy-Syafi’i 
terkait zikir yang dianjurkan untuk diucapkan di 
atas Bukit Shafa, sebagaimana dicontohkan oleh 
Rasulullah SAW. Imam Ar-Rafi’i mengungkap 
bahwa Imam Asy-Syafi’i menggunakan prinsip 
istihsan dalam menyebutkan tambahan zikir di 
luar yang biasa diucapkan, dengan syarat 
tambahan tersebut tetap merujuk pada contoh 
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini 
menunjukkan bahwa tambahan zikir tersebut 
tidak keluar dari batas-batas syariat, melainkan 
mengikuti sunnah yang telah ditetapkan. Berikut 
adalah kutipan dari kitab Al-Umm yang 
menjelaskan hukum takbir pada hari raya. 

ٟ   لاَيَ ) افِعِ َّ  - اٌشَّ ُ  ُٗ سَدِ اٌرَّىْث١ِشُ ( : - ذعََاٌَٝ اللهَّ ا َٚ َّ ِ  سَعُٛيُ  وَثَّشَ  وَ  - اللهَّ
ُ  صٍََّٝ ِٗ  اللهَّ َُ  ع١ٍََْ عٍََّ لَاجِ  فِٟ - َٚ ُ "  اٌصَّ َُ  ف١َثَْذَأُ "  أوَْثشَُ  اللهَّ ا َِ : " ف١َمَُٛيُ  الِْْ

 ُ ُ  أوَْثشَُ  اللهَّ ُ  أوَْثشَُ  اللهَّ ْْ  ا،ثلََاثً  ٠مٌََُٛٙاَ دَرَّٝ"  أوَْثشَُ  اللهَّ إِ  ذىَْث١ِشًا صَادَ  َٚ

،  ٓ ْْ  فذََغَ إِ ُ : فمَاَيَ  صَادَ  َٚ ذُ  وَث١ِشًا، أوَْثشَُ  اللهَّ ّْ ٌْذَ ا َٚ  ِ َْ  وَث١ِشًا، لِلَّّ عُثْذَا َٚ  ِ  اللهَّ

أص١َِلًا  تىُْشَجً  َٚ  ُ لَِ  أوَْثشَُ، اللهَّ َ  إلَِّ  ٔعَْثذُُ  َٚ َٓ  اللهَّ خٍِْص١ِ ُِ  ٌَُٗ ، َٓ ٠ْ ْٛ  اٌذَّ ٌَ  وَشَِٖ  َٚ

ٌْىَافِشُ  َْ ا ُ  إلَِّ  إٌََٗ  لَِ  ٚ دْذَُٖ  اللهَّ عْذَُٖ، صَذَقَ  َٚ ٔصََشَ  َٚ ََ  عَثْذَُٖ، َٚ ٘ضََ َٚ 

دْذَُٖ  الْْدَْضَابَ  ُ، إلَِّ  إٌََٗ  لَِ  َٚ ُ  اللهَّ اَللهَّ ٓ  "  أوَْثشَُ  َٚ ا فذََغَ َِ ْٓ  ٘زََا َِعَ  صَادَ  َٚ ِِ 

ِ  رِوْشِ  ْْ  أدُِة   أَٟٔ  غ١َْشَ  أدَْثثَْرُُٗ، اللهَّ ْْ  ٔغَْماً، ذىَْث١ِشَاخٍ  لَازِ تثَِ  ٠ثَْذَأَ  أَ إِ َٚ 

ادِذَجٍ  عٍََٝ الْرصََشَ  ْْ  أجَْضَأذَُْٗ، َٚ إِ ءٍ  تذََأَ  َٚ ْٟ ْٓ  تِشَ وْشِ  ِِ ًَ  اٌز  ْٚ  اٌرَّىْث١ِشِ  لثَْ  أَ

 ُْ ِٗ  وَفَّاسَجَ  فلََا  تِاٌرَّىْث١ِشِ  ٠أَخِْ  ٌَ  .ع١ٍََْ
Artinya: Imam Asy-Syafi’i (rahimahullah) 
berkata: "Takbir (hari raya) adalah sebagaimana 
Rasulullah SAW bertakbir dalam shalat, yaitu 
dengan mengucapkan: ‘Allahu Akbar’. Maka 
imam memulai dengan mengucapkan: ‘Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar’, hingga 
mengucapkannya sebanyak tiga kali. Jika 
menambah jumlah takbir, maka itu baik. Jika 
menambah lagi dengan mengucapkan: ‘Allahu 
Akbar kabīrā, wal-ḥamdu lillāh kathīrā, wa 
subḥāna Allāh bukratan wa aṣīlā, Allahu Akbar, 
wa lā naʿbudu illā Allāh mukhliṣīna lahud-dīn, wa 
law karihal-kāfirūn, lā ilāha illā Allāh waḥdahū 
ṣadaqa waʿdahū, wa naṣara ʿabdahū, wa 
hazamal-aḥzāba waḥdahū, lā ilāha illā Allāh, wa-
Allāhu Akbar’, maka itu baik. Dan apa pun yang 
ditambahkan dari dzikir kepada Allah, aku 
menyukainya. Namun, aku lebih menyukai jika ia 
memulai dengan tiga kali takbir secara berturut-
turut. Jika cukup dengan satu takbir saja, maka 
itu sudah memadai. Dan jika ia memulai dengan 
sesuatu dari dzikir sebelum takbir atau tidak 
mengucapkan takbir, maka tidak ada kaffarah 
(kewajiban ganti) atasnya."(Ar-Rafi’i, 2016: 276) 
 Berdasarkan kutipan dari kitab Al-Umm, 
Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwa 
memperpanjang zikir merupakan sesuatu yang 
dianjurkan. Imam Ar-Rafi’i melihat penjelasan 
Imam Asy-Syafi’i ini mirip dengan penggunaan 
istihsan dalam mazhab Hanafi, karena tidak 
adanya riwayat langsung yang disertakan saat 
menjelaskan hukum memperbanyak zikir 
tertentu pada hari raya. Namun, Imam Asy-
Syafi’i tetap menekankan agar zikir yang 
diperpanjang mengikuti bacaan yang pernah 
diucapkan Rasulullah SAW di atas Bukit Shafa, 
yaitu zikir yang memuat pujian kepada Allah dan 
pernyataan tauhid. Hal ini menunjukkan 
pentingnya menjaga tambahan zikir agar tetap 
merujuk kepada sunah, sehingga tidak keluar 
dari syariat. 

Dalam konteks ini, istihsan dipahami 
sebagai anjuran untuk menambahkan zikir yang 
baik, tetapi tetap mengacu pada praktik yang 
telah disyariatkan. Imam Asy-Syafi’i tidak 
menganjurkan inovasi berupa zikir baru, 
melainkan lebih kepada memperbanyak zikir 
yang sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah 
SAW sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. 

Penggunaan istihsan bin nash oleh Imam 
Asy-Syafi’i dalam hal ini bertujuan mendorong 
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penambahan zikir selama mengikuti contoh 
Rasulullah SAW. Tambahan ini dianggap baik 
selama tetap berada dalam kerangka syariat dan 
sesuai dengan sunnah. Pendekatan ini 
mencerminkan penghargaan Imam Asy-Syafi’i 
terhadap ibadah yang telah dicontohkan oleh 
Rasulullah, sekaligus menganjurkan agar ibadah 
tersebut disempurnakan tanpa menyimpang 
dari tuntunan syariat. 
 
Konsistensi Imam Asy-Syafi’i dalam Menolak 
Istihsan 

Imam Ar-Rafi’i dalam karyanya 
menjelaskan secara rinci bagaimana Imam Asy-
Syafi’i (W. 204 H) menanggapi penggunaan 
istihsan dalam menetapkan hukum, khususnya 
dalam kasus kadar mut’ah dan penambahan doa 
di Bukit Shafa. Imam Asy-Syafi’i dikenal sebagai 
seorang ulama yang sangat hati-hati dalam 
penggunaan istihsan, terutama ketika tidak ada 
dalil yang jelas dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, 
atau qiyas. Secara tegas, beliau menolak 
penggunaan istihsan yang tidak memiliki dasar 
yang kuat dalam syariat karena dapat membuka 
peluang subjektivitas yang tidak diinginkan 
dalam penetapan hukum Islam. Namun, di sisi 
lain, Imam Asy-Syafi’i juga mengakui bahwa 
istihsan yang didasarkan pada dalil yang sah, 
seperti atsar sahabat atau maslahat yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariat, dapat diterima. 

Imam Asy-Syafi’i secara konsisten 
menolak penggunaan istihsan yang tidak 
didasarkan pada dalil yang jelas. Dalam 
karyanya Al-Umm dan Al-Risalah, beliau 
menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam 
harus memiliki dasar yang kuat, baik itu dari Al-
Qur’an, Sunnah, ijma’, atau qiyas. Menurut Imam 
Asy-Syafi’i, istihsan yang hanya didasarkan pada 
pendapat pribadi atau kebiasaan masyarakat 
tanpa landasan dalil yang jelas dapat merusak 
integritas hukum Islam dan membuka pintu 
penyimpangan. Hal ini tercermin dalam 
pernyataan beliau: "Karena berpendapat dengan 
istihsan adalah sesuatu yang baru diciptakan 
tanpa contoh sebelumnya."(Syafi’i, 1940: 21) 

Pernyataan ini menegaskan bahwa 
istihsan tanpa dalil dapat menimbulkan 
kebingungan dan ketidakpastian dalam hukum, 
karena mengaburkan batas antara ijtihad yang 
sah dan pendapat pribadi yang tidak terukur. 
Imam Asy-Syafi’i berpegang teguh pada prinsip 
dasar ushul fiqh yang mengutamakan kepastian 
hukum dan keterikatan yang kuat pada sumber-
sumber syariat yang telah ada. Dengan menolak 
istihsan tanpa dalil, Imam Asy-Syafi’i berusaha 
menjaga konsistensi dan stabilitas hukum Islam, 

serta mencegah penyimpangan dalam praktik 
ibadah dan muamalah. 

Salah satu contoh yang jelas terkait 
penolakan istihsan tanpa dalil dapat ditemukan 
dalam penetapan kadar mut’ah yang dilakukan 
oleh Imam Asy-Syafi’i. Meskipun demikian, 
Imam Asy-Syafi’i tetap menerima penetapan 
kadar mut’ah sebesar 30 dirham, namun dengan 
dasar yang jelas dan sah, yakni berdasarkan 
atsar dari sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas. Dalam hal ini, meskipun Imam Asy-Syafi’i 
menggunakan istilah istihsan, beliau tetap 
mengikuti riwayat sahabat yang dianggap 
sebagai dalil yang sah. Penetapan ini tidak 
dilakukan tanpa dalil, melainkan dengan dasar 
yang diakui dalam tradisi syariat. 

Imam Ar-Rafi’i, dalam menjelaskan 
pandangan Imam Asy-Syafi’i, menegaskan 
bahwa istihsan yang digunakan dalam kasus ini 
adalah istihsan bil nash atau istihsan bil 
mashlahah, yang didasarkan pada riwayat 
sahabat yang dianggap membawa maslahat bagi 
umat. Dengan demikian, meskipun Imam Asy-
Syafi’i jarang menggunakan istilah istihsan, 
beliau tetap menerima pendekatan ini selama 
didasarkan pada dalil yang sah, sehingga 
keputusan hukum tetap berada dalam kerangka 
syariat yang diakui. 

Selain itu, penambahan doa atau zikir 
yang dianjurkan di Bukit Shafa juga merupakan 
salah satu contoh di mana Imam Asy-Syafi’i 
mengakui istihsan dalam praktik ibadah, asalkan 
tambahan tersebut sesuai dengan contoh dari 
Rasulullah SAW. Dalam Al-Umm, Imam Asy-
Syafi’i menjelaskan bahwa disarankan untuk 
memperbanyak zikir di atas Bukit Shafa, tetapi 
hanya jika zikir tersebut sesuai dengan yang 
dicontohkan oleh Rasulullah. Imam Asy-Syafi’i 
menggunakan prinsip istihsan untuk 
menambahkan zikir selama tidak bertentangan 
dengan sunnah yang sudah ada. Ini 
menunjukkan bahwa istihsan yang dimaksud 
bukanlah untuk menciptakan hal baru yang tidak 
memiliki dasar dalam syariat, melainkan untuk 
memperkaya ibadah dengan tambahan yang 
sudah dicontohkan oleh Rasulullah. 

Imam Ar-Rafi’i menganggap 
penambahan doa atau zikir di Bukit Shafa 
sebagai bentuk istihsan bin nash, di mana 
tambahan tersebut tetap berada dalam kerangka 
syariat dan sesuai dengan sunah Rasulullah. 
Imam Asy-Syafi’i tidak menganjurkan inovasi 
dalam bentuk doa atau zikir baru yang tidak ada 
contohnya dalam sunnah, tetapi lebih kepada 
memperbanyak doa atau zikir yang sudah 
dicontohkan sebagai bentuk penghormatan dan 
pengagungan kepada Allah. Hal ini menunjukkan 
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bahwa meskipun istihsan diakui, penggunaannya 
harus tetap berada dalam batasan yang sesuai 
dengan syariat. 

Imam Asy-Syafi’i menolak istihsan tanpa 
dalil dengan beberapa alasan mendasar. 
Penolakan beliau ini tidak hanya berfokus pada 
konsistensi hukum, tetapi juga untuk menjaga 
agar hukum Islam tetap terjaga dari potensi 
penyimpangan. Beberapa alasan mendasar 
penolakan tersebut antara lain: 
Pertama, Potensi Subjektivitas: Istihsan yang 
tidak berdalil membuka ruang bagi subjektivitas, 
di mana seorang mujtahid bisa membuat 
keputusan berdasarkan pandangan pribadi 
tanpa dasar yang jelas dari syariat.(Syafi’i, 1990: 
315) 

Kedua, Ancaman terhadap Syariat: 
Penggunaan istihsan tanpa dalil dapat 
menyebabkan perubahan yang tidak terkendali 
dalam hukum Islam, yang berpotensi 
mengancam stabilitas syariat dan keutuhan 
aturan hukum yang sudah mapan.(Syafi’i, 1990: 
309) 

Ketiga, Kontradiksi dengan Prinsip Qiyas: 
Istihsan tanpa dalil sering kali bertentangan 
dengan prinsip qiyas yang mengutamakan 
konsistensi logis dalam menetapkan hukum. 
Imam Asy-Syafi’i sangat menekankan bahwa 
qiyas adalah satu-satunya metode yang sah 
untuk mengatasi masalah hukum yang tidak 
memiliki nash eksplisit. Oleh karena itu, istihsan 
yang tidak berlandaskan qiyas atau dalil yang 
sah dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip 
dasar ushul fiqh.(Syafi’i, 1990: 317) 

Konsistensi Imam Asy-Syafi’i dalam 
menolak istihsan yang tidak memiliki dasar dalil 
yang sah menunjukkan bahwa beliau sangat 
berhati-hati dalam menetapkan hukum Islam. 
Penolakan terhadap istihsan yang tidak berdalil 
berlandaskan pada prinsip untuk menjaga 
integritas hukum Islam dan menghindari potensi 
penyimpangan yang dapat muncul dari 
subjektivitas. Namun, beliau tetap mengakui 
istihsan yang berbasis dalil yang sah, seperti 
atsar sahabat atau prinsip maslahat yang sesuai 
dengan syariat. Dengan demikian, Imam Asy-
Syafi’i menegaskan pentingnya penerapan 
istihsan yang tetap berada dalam batasan yang 
jelas dan sesuai dengan syariat, tanpa 
menciptakan hal-hal baru yang tidak memiliki 
dasar hukum yang kuat. 

 

 
Berdasarkan pembahasan dalam tulisan 

ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Ar-Rafi'i 
memberikan penjelasan yang mendalam tentang 

pandangan Imam Asy-Syafi’i terhadap 
penggunaan istihsan, sebuah metode ijtihad yang 
sering kali dipahami sebagai cara memilih solusi 
hukum berdasarkan pertimbangan maslahat 
(manfaat) dan keadilan, meskipun terkadang 
lebih fleksibel dan subjektif. Imam Asy-Syafi’i, 
sebagai tokoh sentral dalam mazhab Syafi'i, 
dikenal menolak penggunaan istihsan dalam 
metodologi ijtihadnya. Penolakan ini didasari 
oleh keyakinannya bahwa istihsan berpotensi 
membuka pintu penyimpangan dalam penetapan 
hukum syariat, karena terlalu mengandalkan 
penilaian subjektif yang tidak selalu terukur 
dengan dalil yang jelas. Baginya, hukum harus 
ditegakkan atas dasar dalil yang terang dan 
metode yang sistematis, seperti qiyas (analogi), 
yang dianggap lebih objektif dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip hukum Islam yang baku. 

Namun, Imam Ar-Rafi'i, dalam karyanya 
Al-Aziz, memberikan penafsiran yang lebih luas 
mengenai sikap Imam Asy-Syafi’i terhadap 
istihsan. Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa 
meskipun Imam Asy-Syafi’i menolak istihsan 
secara eksplisit, beliau tetap menggunakan 
prinsip-prinsip yang menyerupai istihsan, 
namun dalam bentuk yang lebih terstruktur dan 
berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang kuat. 
Dalam banyak kasus, Imam Asy-Syafi’i tetap 
mempertimbangkan maslahat dan konteks sosial 
dalam penetapan hukum, tetapi selalu 
memastikan bahwa solusi hukum yang diambil 
didasarkan pada dalil yang sah dan tidak 
bertentangan dengan syariat. Hal ini 
menunjukkan bahwa penolakan Imam Asy-
Syafi’i terhadap istihsan bukan berarti menutup 
kemungkinan untuk fleksibilitas hukum, 
melainkan lebih kepada menjaga agar segala 
bentuk ijtihad tetap dalam bingkai yang terukur 
dan berbasis dalil yang jelas. 

Sebagai contoh konkret dari fleksibilitas 
ini, kita dapat melihat penerapan kadar mut'ah 
yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam 
konteks perceraian. Imam Asy-Syafi’i 
menetapkan bahwa pemberian mut'ah 
(kompensasi) bagi perempuan yang dicerai 
adalah suatu anjuran (mustahabb), dan kadar 
pemberian ini harus disesuaikan dengan 
kemampuan pemberi. Bagi mereka yang mampu, 
pemberian berupa seorang pelayan dianggap 
ideal, sementara untuk yang lebih rendah 
kemampuannya, pemberian berupa kerudung 
sudah cukup. Sedangkan bagi mereka yang 
berada di kelas ekonomi menengah, Imam Asy-
Syafi’i menetapkan 30 dirham sebagai batas 
minimal pemberian mut'ah yang dianjurkan. Hal 
ini didasarkan pada riwayat dari para sahabat, 
seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang 

SIMPULAN 
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memberi contoh pemberian mut'ah dalam 
bentuk uang. Imam Asy-Syafi’i dalam hal ini 
menggunakan prinsip istihsan bin nassh dengan 
merujuk kepada atsar sahabat dan istihsan bil 
mashlahah, yakni pertimbangan maslahat atau 
manfaat yang ada dalam memberikan 
kompensasi kepada wanita yang diceraikan. 
Dengan demikian, meskipun ini menyerupai 
konsep istihsan, Imam Asy-Syafi’i tetap 
melakukannya dalam kerangka qiyas, yang lebih 
terstruktur dan sah menurut syariat. 

Selain itu, Imam Asy-Syafi’i juga 
mengakui kebolehan penambahan doa atau zikir 
tertentu selama tidak bertentangan dengan 
tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 
Penambahan doa ini merupakan bentuk dari 
ijtihad yang sesuai dengan prinsip istihsan yang 
disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan 
umat. Dalam beberapa riwayat, Imam Asy-Syafi’i 
membolehkan menambah doa-doa yang 
berkaitan dengan ibadah, seperti doa yang 
dibaca saat berada di bukit Shafa saat 
menjalankan ibadah haji atau umrah. Misalnya, 
salah satu doa yang diajarkan adalah "Allahu 
Akbar Kabiran wal-Hamdu Lillahi Kathiran...," 
yang merupakan ungkapan pengagungan kepada 
Allah SWT. Penambahan ini menunjukkan 
bagaimana Imam Asy-Syafi’i, meskipun menolak 
istihsan dalam bentuk yang tidak terukur, tetap 
mengakui pentingnya kebijaksanaan dalam 
berdoa dan berzikir yang memiliki manfaat bagi 
umat, asalkan sesuai dengan ajaran Islam yang 
sahih. 

Dalam konteks ini, istihsan dalam 
penambahan doa memiliki dua jenis penerapan 
yang relevan. Pertama, istihsan berdasarkan 
maslahat (kebijakan yang memberikan manfaat 
bagi umat), yang terlihat dalam kebolehan 
penambahan doa atau zikir yang tidak ada dalam 
teks asal tetapi tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariat. Kedua, istihsan 
berdasarkan nash karena merujuk kepada hadis 
nabi pada lafaz takbir hari raya, yang 
menunjukkan bagaimana agama Islam 
memfasilitasi umatnya untuk menambah 
kebajikan dalam doa dan zikir yang dapat 
mendekatkan mereka kepada Allah SWT, selama 
tidak menyimpang dari tuntunan Nabi 
Muhammad SAW. 

Tulisan ini menunjukkan bahwa 
meskipun Imam Asy-Syafi’i secara eksplisit 
menolak penggunaan istihsan dalam metodologi 
ijtihad-nya, beliau tetap memberikan ruang bagi 
penerapan prinsip-prinsip yang menyerupai 
istihsan dalam kerangka yang lebih terstruktur 
dan berbasis dalil yang sah. Imam Asy-Syafi’i 
menekankan bahwa hukum Islam harus tetap 

objektif dan tidak boleh tergantung pada 
penilaian subjektif yang tidak terukur. Namun, 
prinsip maslahat dan kebijaksanaan tetap 
menjadi bagian penting dalam metodologi ijtihad 
beliau, terutama dalam konteks yang tidak 
bertentangan dengan syariat. Melalui pandangan 
Imam Ar-Rafi'i, kita dapat memahami bahwa 
penolakan terhadap istihsan bukan berarti 
penutupan terhadap fleksibilitas hukum, 
melainkan usaha untuk memastikan bahwa 
segala bentuk ijtihad tetap berada dalam koridor 
syariat yang sah dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, 
pandangan ini memberikan pemahaman yang 
lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam 
dapat tetap relevan dan beradaptasi dengan 
kebutuhan umat, tanpa mengabaikan prinsip 
dasar yang terkandung dalam syariat. 
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